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Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1874
tentang FPerubahan Fenetapan Status Rumah
Negeri

FPeraturan Menteri Daalam Negeri Nomor Z
Tahun 1894 tentang Felaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dlaerah (AFRBD)
FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 19896 tentangz Ferubahan PFeraturan
Menteri Tialam Negeri Nomeor 2 Tahun 1984
tentang FPelaksanaan Anggaran Fendapatan
dan Belanja Daeran ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 7
Tahun 1897 tentang Felaksanaan Pengelo-
laan Barang Femerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &84
Tahun 1883 tentang Bentuk Feraturan
llaerah dan Feraturan Daerah Perubahan :

Keprutusan Menteri Fekerjaan Umum Nomor
417 /KPTR/1885 tentang Fenetapan sSewa
untuk Kumah Negeri ;

Keputusan Menteri IDalam Negeri Nomor -
020-585 Tahun 1890 tentang Manual Admi-
nistrasi Barang ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor : 01Z/89/1986 tentang
Fenetapan Tarip Sewa Rumah-rumah Dinas
Milik/D'ikuasai oleh Femerintah Propinsi
Jawa Tengah ;

15. Feraturan ..... P



15. Peraturan Daerah Kabupaten Iaerah Ting-
kat I1I Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 ten-
tang Penyidik Fegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat I1I Xebumen {(Lembaran Daerah
Kabu-paten Diaerah Tingkat II Kebumen
Tahun 1989 Nomor 7).

engan Persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Ilaerah
Rabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUGSKARN

Menetaprkan : PERATURAN DAERAH KABUFATEN DAERAH TINGKAT
I KEBUMEN TENTANG SEWA RUMAH-RUMAH DINAS
IILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
AERAH TINGKAT II KEBUMEN.
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BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Itaerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Bupati Kepala Ilaerah adalah Bupati Ke-
pala Diaerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Per-
lengkapan pada Setwilda Tingkat 11
Kebumen
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Dinas Ilmerah adalah Diinas Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ;

Penyewa adalah Pejabat atau Pegawail Negeril
vang telah ditentukan berhak menempati
Bangunan Rumah Dinas Milik/Dikuasai cleh
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I1
Kebumen sesuai dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerash Tingkat II Kebumen ;

Fumah Dinas adalsh bangunan rumah vang dimi-
liki/dikuasail oleh Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ;

Sewa Rumah Dinas adalah sejumlah uang seba-
gai retribusi yang wajib diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen ;

Rumah Dinas Golongan I adalah rumah Jjabatan
milik Daerah yang disediakan untuk ditempati
oleh pemegang Jjabatan tertentu yang terkait
karena Jjabatannya harus tinggal di rumah
tersebut ;

Rumah Dinas Golongan I1 adalah Rumah Dinas -
milik Daerah yang tidak boleh dipindahta-
ngankan daril suatu dinas ke dinas lain yaitu
hanva ditempati ocleh pegawai dari dinas yang
bersangkutan ;

Rumah Dinas Golongan III adalah rumah milik
Tlaerah lainnya yang disediakan untuk ditem-
pati oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB 11
KETENTUAN MENEMFATI RUMAH DINAS



Pasal £
Permohonan ijin menempati Rumah Dinas diajukan
secara tertulis kepada Bupati EKepala Daerah.
Fasal 23
Pemberian ijin menempati Rumah Dinas kepada
pemchon dapat diberikan dengan ketentuan-keten-

tuan/kesanggupan sebagail berikut :

a. Menundiukkan Surat Keputusan Jabatan dan
Rekomendasi Bupati Kepala Dlaerah ;

oy

Membayar retribusi sewa Rumah Dinas sesuail -
dengan ketentuan yang berlaku ;

8]

. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan
lingkungan serta memelihara bangunan Rumah
Dinas dengan biaya dibebankan kepada penghu-
ni 3

d. Apabila sewaktu-waktu Rumah Dinas yang di-
tempati diperlukan oleh Pemerintah Daerah
untuk keperluan lain, maka pemegang 1iJin
wajib mengembalikan/menyerahkan Rumah Dinas
tersebut kepada Pemerintah Iiaerah tanpa
menuntut ganti rugi/pesangoen dalam bentuk
apapun ;

Tidak boleh mengubah bentuk, menambah bangu-
nan atau mengurangi dengan bentuk bagaimana-
pun tanpa iJdin Instansi yang berwenang atas
Rumah Dinas yang bersangkutan ;

D

h

Tidak boleh merubah bangunan Rumah IDinas se-
perti yang telah dicantumkan dalam surat
fain ;3

g. Tidak .:osssoc=-
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(1)

Tidak dipergunakan untuk kegiatan yang ber-
tentangan dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku i

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan -
hak menempati Rumah Dinas (seperti : langga-
nan listrik. air minum, langganan telepon,
PBB dan sebagainya) menjadi tanggung Jawab
dan beban penghuni Rumah Dinas ;

Tidak diperkenankan menunjuk penghuni lain,
memindahkan hak, menyewakan kepada pihak
ketiga sebagian atau seluruhnya untuk dihuni
atau untuk kepentingan lain.

)
e

asal

I5in menempati Rumah Iiinas berupa Keputusan
Bupati Kepala Daerah untuk Rumah Golongan
11 dan 111, sedang untuk Rumah Dinas Golo-
ngan 1 sesual dengan Jjabatannya.

Ijin menempati Rumah D'inas diberikan sela-
ma-lamanya b (1lima) tahun dan harus diper-
baharui kembali apabila yang bersangkutan
masih menempati Rumah Dinas tersebut berda-
sarkan pertimbangan Bupati Kepala Daerah.

Biaya administrasi ijin menempati Rumah

Dinas ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Fasal D
Yang berhak menempati Rumah I'inas Golengan

I adalah yang terkait karena Jabkatannya
{Rumah Jabatan).



(2) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan
II adalah Fegawai Negeri Sipil vang menem-
rati Rumah Femerintah Daerah yang terkait
karena dinasnya.

(3) Yang berhak menempati Rumah Dinas Gelongan
I11 adalah Fegawai Negeri Sipil yang menda-
ratkan ijin dari Bupati Kepala Diaerah.

Fay

Pazal &

Apabila jangka waktu ijin menempati Rumah Dinas
telah berakhir maka wajib mengembalikan dan
menyerahkan Rumah Dinas tersebut kepada Peme-
rintah Daerah selambat-lambatnyva 14 (empat
belas) hari terhitung mulai tanggal Jjatuh
tempo.

Pasal 7

(1) Apabila penghuni Rumah Iiinas melanggar sya-
rat-syarat yang telah ditetapkan dalam
FPasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini,
maka ijin dapat dicabut dan dibatalkan
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Idin menempati Rumah Iiinas Golongan I1 dan
Golongan II1I dapat dicabut sewaktu-waktu
cleh Bupati Kepala Dlaerah apabila bangunan
Rumah Diinas dimaksud dipergunakan oleh
Pemerintah Daerah.

(3) IJin menempati Rumah DIinas tidak berlaku
apabila yang berhak menempati (pemegang
idin) meninggal dunia, pensiun atau mutasi
ke lain daerah.

(4) Idin ..........



(4) Ijin menempati Rumah Dinas dicabut apabila
premegang ijin (yang berhak menempati) Rumah
Dinas dimaksud secara nyata-nyata selama
Jangka waktu 3 (tiga) bulan terus menerus
meninggalkan atau tidak memakai/menempati
Rumah Dinas tanpa mendapat ijin tertulis
dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Hubungan sewa menyvewa dilaksanakan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB 111
RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS
Pasal ©

Besarnya retribusi sewa Rumah Dinas ditetapkan
berdasarkan 1luas lantai per meter persegi dan
rayoning.

Pasal 10

Besarnya retribusi sewa dimaksud Pasal 9
Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terse-
but dalam Lampiran Feraturan Daerah yang meru-
rakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 11
(1) Penetapan besarnya retribusi sewa Rumah
Dinas dilaksanakan dengan Keputusan PBupati

Kepala Daerah.

(2) Hasil .........
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(2) Hasil penarikan retribusi sewa Rumah Dinas
dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini
disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen.

Pasal 12

(1) Pembayaran uang sewa Rumah Dinas sebagaima-
na tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini
dilaksanakan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan yang bersangkutan.

(2) Setiap kelambatan pembayaran uang sewa Ru-
mah Dinas, kepada s8i penyewa {pemegang
ijin) diwajibakan membayar uang denda
kelambatan sebesar 5% (lima per seratus)
untuk setiap bulan kelambatan.

BAB IV
FPENGAWAGSAN
FPasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Feraturan
Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Inspektorat
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen.

FPasal 14

Untuk menunjang kelancaran pemungutan retribusi
sewa Rumah Dinas tersebut diberikan upah pungut
kepada Dinas terkait, yang besarnya ditetapkan
oleh Bupati Kepala Diaerah dan ditampung dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen.
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BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
FPasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Fasal 3,
4, &, 7, 10 dan 1Z PFeraturan Daerah ini,
dipidana dengan pidana kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu ru-
piah).

(Z) Penyidikan terhadap relanggaran dimaksud -
ayvat (1) Pasal ini, selain dilakukan oleh
Penyidik Folisi Negara Republik Indconesia
vang bpertugas menyidik tindak pridana dapat
dilakukan Jjuga oleh FPenyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Femerintah Daerah yang
pengangkatan, kewenangan dan dalam pelaksa-
naan tugasnya sSesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Fengelolaan terhadar pelaksanaan Feraturan
Daerah ini diserahkan kepada Bagian Ferlengka-
pan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan
Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
Kepala Daerah sepanjang mengenail pelakea-
naannya.

BAB VII .........
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BAEB VII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 18

Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten IDlaerah Tingkat 11
Kebumen Nomor 08 Tahun 1878 tentang Ferumahan
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Ting-

. kat I] Kebumen Bagi Fara Fenjabat dan Pegawail
Tertentu dan Ketentuan Besarnya Uang Sewa
dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 April 1997

@ 15van PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN

Ketua,
t.t.d t.b.d
H. ZAISAL SIPIET H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan ...........
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Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 2
Desember 1997 Nomor : 188.3/536,/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 18
Seri B Nomor 8 pada tanggal 30 Desember 1997
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG

SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi
bagi rumah-rumah dinas milik/dikuasai oleh Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, diperlukan
pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaannya
dalam suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan
dengan Keputusan Menteri Fekerjaan Umum Nomor
417/KPT5/1985 dengan mendasarkan pada luas lantai
rer meter persegli, rayoning pangkat dan Jjabatan
Jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 012/9/1986 tentang Penetapan Sewa
Rumah-rumah Iiinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Pasal 60 ayat
(1) Undang-undang Neomor 5 Tahun 1874 yang berbunyi

‘ "dengan Peraturan Daerah dapat diusahakan sumber-—
sumber pendapatan Diaerah”, maka dengan diterbit-

kannya Feraturan Daerah ini sekaligus dikandung
maksud meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor
retribusi sewa rumah-rumah dinas guna membiayai
pemeliharaan rumah-rumah dinas itu sendiri.

I'ilain pihak manfaat yang diharapkan adalah
dapat ditingkatkannya pengawasan terhadap pemakaian
semua rumah-rumah dinas milik/dikuasai oleh Peme -
rintah Daerah.

II. PENJELASAN .........
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s
Pasal 3

Pasal 4
ayat (1)
ayat (2)

Pasal 11
Pasal 19

/a4 ~

s/d-

s/d -

Cukup Jjelas.

Cukup Jelas.

Biaya administrasi yaitu biaya -
vang dikeluarkan oleh pemohon,
vang berhubungan dengan surat
ijin menempati Rumah Dinas.

Cukup Jjelas.

Retribusi sewa rumah dinas yang -
tercantum dalam Lampiran Peratu-
ran Daerah ini merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini adalah suatu tarip
dari harga sewa setiap bulan yang
harus dibayar oleh Pejabat atau
Pegawai Negeri Sipil yang mem-
peroleh ijin menempati Rumah
Dinas.

Cukup Jjelas.

-—ooBoo--



LAMPIRAR : PERATURAR DAERAH KABUPATER DAERAR
TINGEAT 11 KEBUMEN HOMOR 5 TAHUN
1997 TENTANG SEWA RUMAH-RUMAR DI-
RAS MILIK/DIRUAGAI OLEH PEMERIN -

TAH KABUPATEN DAERAH TINGRAT I

KEBUKER.

TARTP SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIE/DIXUASAL OLEH
PEMERINTAR EABUPATEN DAERAH TINGRAT II KEBUMEN

KELAS

LUAS K2

IBUKOTA  KABUPATEN
Rp 250,-/M2

IBUROTA KECAMATAN
Rp 150,-/M2

DESA
Rp 100,-/M2

TEMPAT TERPENCIL
kp 75,-/M2

Sewa/bulan
{ k)

Sewa/ulan
{Bp)

Sewa/tulan

(Bp)

Sewa/bulan
{Bp)

(32

g

186 s/d ...
96 s/d 186
bl s/d %
46 s/d 60
3 s/d 45

2 s/d 35

46.500,- s/d
24.000,- s/d 46.250,-
15.2580,- s/d 23.750,-
11.500,- s/d 15.000,-
9.000,- s/d 11.280,-
5.250,- s/d 8.750,-

......

21.500,- s/d
14.400,- s/d 27.750,-
§.150,- s/d 14.250,-
6.900,- s/d 9.000,-
5.400,- 8/d 6.750,-
3.150,- 8/d 5.250,-

......

18.600,- 8/d
9.600,- s/d 18.500,-
6.100,- s/d 9.500,-
§.600,- s/d 5.000,-
3.600,- s/d 4.500,-
2.100,- s/d 3.500,-

13.980,- s/d
1.200,- s/d 13.850,-
4.575,- s/d 1.125,-
3.450,- s/d 4.500,-
2.700,- s/d 3.375,-
1.575,- s/d 2.625,-

KETERANGAN



KETERANGAN :
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Luas rumah yang dimaksud dalam Lampiran Peratu-
ran Daerah ini adalah luas menurut ukuran as ke
as dari yvang bersangkutan.

Luas rumah samping {(garasi, teras) dihitung sama
dengan rumah induk.

luas rumah Jalan {(overlepr) atau emper vang ber-
fungsi sebagail Jjalan menghubungkan bagian-btagian
rumah induk dengan bagian lainnya yang terpisah
tidak diperhitungkan untuk sewa.

Besarnva sewa per MZ dibedakan menurut rayon -
vaitu Rp 250,- Ibukota Kabupaten, Rp 150,- untuk
Ibukcota Kecamatan, Rp 100,- untuk Desa dan
Ep 75.- untuk Tempat Terpencil.

Luas bangunan dibedakan menjacdi Kelas A s/d F,
masing-masing kelas dengan pembagian luas
antara ..... s8d/ ....... {(contoch : luas antara
186 MZ s/d ke atas termasuk Kelas A dalam perhi-
tungan per MZ sewa per bulannya).

Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi semi
permanen, tarip sSewanya adalah 50% dari nilai
rumah permanen dengan l1Uas yang sama.

{Rumah negeri adalah rumah yang disediakan oleh
Pemerintah untuk ditempati Fegawail Negeri).

Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi da-

rurat, tarip sewanya adalah 30% dari nilai rumah
permanen dengan luas yang sama.

D.1. Untuk .........



D. 1. Untuk rumah dinas yang Jjuga digunaksn untuk kan-
tor, maka sewa atas rumah dinas tersebut dihi-
tung dari luas lantai yang betul-betul digunakan
untuk hunian.

2. Tempat terpencil adalah yang Jjauh dari pemukiman
penduduk dan sulit dijangkau dengan kendaraan
bermotor roda 4 {(empat) maupun roda 2 (dua).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT I1 KEBUMEN

Ketua,
t.6.d t.t.4d
H. ZAISAL SIPIET H. AMIN SOEDIBYO



